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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA
Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban
penggunaan dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2019. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi
dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas keuangan yang
dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins, yang mengukur akuntabilitas keungan dengan
aspek ekonomis, efisien, efektivitas dan pelaporan keuangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari empat aspek akuntabilitas penggunaan dana Manasik Haji tingkat
KUA Kecamatan Tanjung Batu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir belum
berjalan dengan akuntabel, untuk aspek efisiensi terdapat anggaran belanja dalam
perencanaan yang tidak terealisasi, berdasarkan aspek efektivitas masih terdapat kebutuhan
peserta Manasik Haji yang tidak terpenuhi dan aspek pelaporan keuangan belum
menggunakan media pengungkapan laporan keuangan serta tidak transparan dalam
memberikan informasi hasil audit laporan keuangan. Sebaiknya Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Ogan Ilir lebih memperhatikan komponen belanja pada perencanaan
anggaran serta melakukan penghematan dalam penggunaan dana Manasik Haji dan
menambah media untuk pengungkapan laporan keuangan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana, Manasik Haji
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ABSTRACT

This study is entitled "Accountability for the Use of Hajj Manasik Funds at Tanjung Batu
District in the Office of the Ministry of Religion Ogan Ilir Regency in 2019". This study
aims to find out how to account for the use of Hajj Manasik funds at Tanjung Batu
Subdistrict In the Office of the Ministry of Religion Ogan Ilir Regency in the 2019 fiscal
year. This type of research is descriptive qualitative. Data collection methods with in-depth
interviews, observation, and documentation. This study uses the theory of financial
accountability proposed by Hopwood and Tomkins, which measures financial
accountability with economic, efficient, effectiveness, and financial reporting aspects. The
results showed that of the four aspects of accountability for the use of Manasik Hajj funds
KUA level of Tanjung Batu District in the Office of the Ministry of Religion, Ogan Ilir
Regency has not been accountable, for efficiency aspects there is a budget in planning that
is not realized, based on the effectiveness aspect there are still the needs of Hajj Manasik
participants which is not fulfilled and aspects of financial reporting have not used the
media of financial statement disclosure and are not transparent in providing information
on the results of financial statement audits. Ogan Ilir Regency's Office of the Ministry of
Religion should pay more attention to the expenditure component in budget planning and
make savings in the use of the Hajj Manasik fund and add media for financial statement
disclosure.

Keywords : Accountability, Fund, Manasik Hajj
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance dapat diartikan sebagai sistem kepemerintahan yang baik.,

kepemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu konsep yang sangat penting untuk

diterapkan dalam sektor publik maupun sektor swasta, sebagai wujud upaya pemerintah

dalam menciptakan keteraturan, kesinambungan serta peningkatan kualitas diberbagai

aspek pemerintahan.

Good governance adalah sebuah proses yang berkenaan dengan penggunaan

kekuasaan negara baik di bidang ekonomi, politik maupun administratif serta tetap

menjaga hubungan sinergis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat

dalam melaksanakan fungsi masing-masing mengenai urusan negara pada setiap tingkatan.

Sistem tata kepemerintahan yang baik tersebut tidak hanya mengacu pada

perbaikan sarana dan prasarana saja, pengelolaan sistem pemerintahan dari bad

governance perlu diarahkan juga menjadi good governance, hal tersebut disebabkan oleh

adanya praktek bad governance seperti tidak transparan, rendahnya partisipasi warga,

birokrasi yang buruk dan diskriminasi yang masih sering terjadi dalam penyelenggaraan

sistem pemerintah.

Salah satu elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan good governance adalah

akuntabilitas pubik, dalam hal ini kelembagaan pemerintah dituntut untuk

mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada publik atau rakyat yang memberi

amanat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyebutkan bahwa “asas-asas

umum penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas,
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asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas”. Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang

tersebut bahwa “asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kementerian Agama merupakan instansi pemerintah yang juga memiliki kewajiban

untuk memberikan pelayanan yang bertanggungjawab (akuntabel) kepada masyarakat,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang ada dalam instansi

tersebut. Kantor Kementerian Agama dalam setiap wilayah provinsi terbagi menjadi dua

yaitu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota adalah pelayanan dibidang penyelenggaraan Haji dan Umroh.

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

menyebutkan bahwa, “Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban

sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji telah

menegaskan bahwa, penyelenggaraan Ibadah Haji adalah bentuk pelayanan pemerintah

kepada setiap warga Negara Muslim yang sesuai dengan hak-haknya sebagai warga

Negara dan merupakan tugas nasional serta tanggung jawab Pemerintah Republik

Indonesia dibawah koordinasi Menteri Agama. Selain itu agar warga Negara Muslim dapat

menunaikan Ibadah Haji dengan aman, lancar dan tertib pemerintah mempunyai kewajiban

untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jemaah Haji.
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Pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji sudah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Bab III Pasal 7, yang menyebutkan bahwa “Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

(a) Pembimbingan Manasik Haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di
perjalanan, maupun di Arab Saudi; (b) Pelayaan akomodasi, konsumsi, transportasi
dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan
maupun di Arab Saudi; (c) Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia; (d)
Penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
Ibadah Haji; dan (e) Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama
di tanah air, di Arab Saudi dan saat kepulangan ke tanah air.”

Manasik Haji merupakan salah satu pembinaan yang paling penting bagi calon

jemaah Haji sebelum menunaikan Ibadah Haji di Tanah Suci, karena Manasik Haji

merupakan bentuk pelatihan bagi calon jemaah Haji tentang tata cara pelaksanaan Ibadah

Haji baik selama berada di tanah air, diperjalanan, di Arab Saudi sampai kembali ke tanah

air. Melalui bimbingan Manasik Haji ini calon jemaah Haji diharapkan mampu

meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan dalam melaksanakan Ibadah Haji secara

mandiri.

Seluruh aktivitas penyelenggaraan Ibadah Haji seperti kegiatan bimbingan Manasik

Haji tentu memerlukan dana dalam pembiayaan operasionalnya. Oleh sebab itu calon

jemaah Haji yang hendak mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji, wajib

membayar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sesuai dengan jumlah yang

ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPIH ini

menjadi salah satu sumber dana yang akan membiayai segala kebutuhan dalam

pelaksanaan bimbingan Manasik Haji dan penggunaannya harus dilaksanakan dengan

penuh tanggungjawab.

Pada Kabupaten Ogan Ilir terdapat Kantor Kementerian Agama yang bertugas

untuk memberikan pelayanan di bidang keagamaan kepada masyarakat Ogan Ilir dan
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berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Selatan yaitu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disingkat

dengan Kantor Kemenag OI.

Visi Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Keputusan Menteri

Agama Nomor 39 Tahun 2015 adalah: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat

beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia

yang berdaulat, mandiri dan berlandaskan gotong royong”. Sebagai upaya untuk mencapai

visi tersebut Kantor Kemenag OI juga menjalankan berbagai misi antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama;

2. Memantabkan kerukunan intra dan antar umat beragama;

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan;

5. Mewujudkan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang bekualitas dan

akuntabel;

6. Meningkatkan akses dan kualitas pedidikan umum berciri agama, pendidikan

agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, salah satu misi dari Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Ogan Ilir adalah mewujudkan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh

yang berkualitas dan akuntabel. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi dalam

penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut Kantor Kemenag OI telah membetuk program dan

kegiatan nyata melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU).
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Berikut adalah program dan kegiatan yang dijalankan oleh Seksi PHU Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir guna mewujudkan pelayanan penyelenggaraan

Ibadah Haji yang berkualitas dan akuntabel:

Tabel 1 Program dan Kegiatan Pelayanan Haji Seksi Penyelenggaraan Haji dan
Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019
No. Progam Kegiatan

1. Manasik Haji kabupaten/kota Penyediaan konsumsi
Manasik kabupaten

Peyediaan honorarium
panitia

Penyediaan honorarium
narasumber

Penyediaan dana
transportasi

Penyediaan ATK Manasik

Penyediaan jasa
dokumentasi dan publikasi

Pengadaan materi

Pengadaan laporan
kegiatan

Penyediaan jasa kebersihan

2. Manasik Haji Tingkat KUA (Kantor Urusan
Agama) Kecamatan

Penyediaan konsumsi
Manasik

Penyediaan honorarium
panitia

Penyediaan honorarium
jasa narasumber

Penyediaan dana
transporasi

Penyediaan ATK Manasik

Penyediaan jasa
dokumentasi dan publikasi

Pengadaan materi

Pengadaan spanduk
kegiatan dan cetak foto

Pengadaan Penggadaan
laporan kegiatan

Penyediaan jasa kebersihan



6

3. Manasik Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Penyediaan konsumsi
Manasik kabupaten

Penyediaan konsumsi
Manasik kecamatan

Penyediaan ATK TPHD ke
Manasik kota

4. Pembinaan dan bimbingan jemaah dan petugas haji
tingkat provinsi

Pengadaan jasa pengurusan
dokumen dan jemaah Haji

5. Pembinaan dan bimbingan jemaah dan petugas haji
tingkat kabupaten/kota

Pembekalan tugas karu di
kab/kota

Pembekalan tugas karom di
kab/kota

Penyediaan jasa profesi
(narasumber)

Penyediaan ATK

6. Pengelolaan dan pelaporan keuangan BPIH Kantor
Kementerian Agama Kabupaten

Penyediaan jasa
administrasi keuangan

Sumber: Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH)
dan DIPA Kantor Kemenag OI Tahun 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa Seksi PHU dalam melaksanakan pelayanan di bidang

penyelenggaraan Haji mempunyai 6 program kerja. Apabila program dan kegiatan tersebut

berjalan dengan cukup baik, lancar dan tertib diharapkan pelayanan penyelenggaraan Haji

kepada masyarakat akan baik pula.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran program pelayanan Haji Seksi PHU

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Haji Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019
No Program Anggaran Realisasi Selisih Persentase

1. Manasik Haji
kabupaten/kota

37.230.000 37.230.000 0 100

2. Manasik Haji Tingkat
KUA Kecamatan

179.466.000 154.956.000 24.510.000 86,34

3. Manasik TPHD 2.214.000 2.214.000 0 100

4. Pembinaan dan
bimbingan jemaah
dan petugas Haji
tingkat provinsi

21.744.365 21.744.365 0 100
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5. Pembinaan dan
bimbingan jemaah
dan petugas Haji
tingkat
kabupaten/kota

2.678.828 2.678.828 0 100

6. Pengelolaan dan
pelaporan keuangan
BPIH Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten

19.620.000 19.620.000 0 100

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Seksi PHU Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa program Manasik Haji tingkat KUA

Kecamatan merupakan program yang memperoleh alokasi anggaran paling besar yaitu,

sebesar Rp 179.466.000,-. Akan tetapi realisasi anggarannya yang paling kecil

dibandingkan dengan program-program lain.

Besarnya anggaran program Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan tentu akan

berpengaruh pada besarnya pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran tersebut dan

konstribusinya dalam memberikan pelayanan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji.

Anggaran Program Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan merupakan anggaran rutin pada

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang digunakan untuk membiayai segala

kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan Manasik Haji pada tingkat KUA

Kecamatan.

Pelaksanaan Manasik Haji pada Kantor Kemenag OI dilaksanakan sebanyak 8 kali

pada tingkat KUA kecamatan dan 2 kali pada tingkat kabupaten. Pada tingkat kecamatan

pelaksanaannya dibagi kedalam 3 wilayah kelompok KUA (Kantor Urusan Agama)

kecamatan yaitu, KUA Kecamatan Indralaya sebagai koordinator kelompok Kecamatan I,

KUA Kecamatan Tanjung Batu sebagai koordinator kelompok Kecamatan II dan KUA

Kecamatan Payaraman sebagai koordinator kelompok Kecamatan III.
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Salah satu wilayah kelompok kecamatan yang menjadi perhatian khusus dalam

pelaksanaan bimbingan Manasik Haji di Kantor Kemenag OI adalah Kecamatan Tanjung

Batu, karena setiap tahunnya jumlah calon jemaah Haji di kecamatan tersebut paling

banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Karena jumlah jemaah yang lebih banyak

dibandingkan dengan kelompok KUA kecamatan lain, alokasi anggaran Manasik Haji

untuk Kecamatan Tanjung Batu juga lebih besar. Berikut adalah alokasi anggaran program

Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2017-2019:

Tabel 3 Alokasi Anggaran Program Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung
Batu Tahun 2017-2019
No. Tahun Anggaran Realisasi Selisih Persentse

(%)

1. 2017 61.300.000 61.300.000 0 100

2. 2018 67.656.000 67.656.000 0 100

3. 2019 63.998.000 59.288.000 4.770.000 92,54
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Seksi PHU Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ogan Ilir

Hasil analisis tabel 3 menunjukkan bahwa terjadi penurunan alokasi anggaran

Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019. Selain itu juga pada

tahun 2019 persentase realisasi anggaranya lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2018

yang menurun sebesar 7,46%, padahal di tahun-tahun sebelumnya realisasi anggaran selalu

mencapai angka persentase 100% sehingga seluruh kebutuhan dalam kegiatan Manasik

Haji dapat terpenuhi dan dialokasikan dengan baik.

Selain alokasi dan realisasi yang menurun, pelaksanaan bimbingan Manasik Haji

tahun 2019 di Kecamatan Tanjung Batu juga berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan

Manasik Haji tahun 2018. Jika pada tahun sebelumnya seluruh kebutuhan dari peserta

bimbingan Manasik Haji dapat terpenuhi, tahun 2019 justru terdapat pelayanan yang tidak

diberikan oleh panitia penyelenggaraan bimbingan Manasik Haji, yang berupa dana

transportasi bagi peserta. Hal tersebut diketahui dari hasil observasi penulis selama

mengikuti Kuliah Kerja Administrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir
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tahun 2019. Sehingga permasalahan tersebut menimbulkan protes dari peserta Manasik

karena jemaah tahun 2018 mendapatkan dana transportasi sedangkan di tahun 2019 mereka

tidak mendapatkan dana transportasi tersebut.

Seharusnya dana transportasi bagi peserta Manasik Haji diberikan guna menunjang

pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan berjalan dengan lancar. Pemberian pelayanan

transportasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 7

Ayat 2 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang mewajibkan pemberian hak jemaah

Haji berupa pelayanan transportasi di tanah air, selama di perjalanan maupun saat berada di

Arab Saudi.

Pemberian dana transportasi bagi peserta bimbingan Manasik Haji di Kecamatan

Tanjung Batu tahun 2018 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4 Laporan Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung
Batu Tahun 2018

No Uraian Kegiatan Vol Frek Satuan Harga
Satuan

Jumlah (Rp)

A. Dana Manasik Haji
1. Konsumsi Manasik
2. Operasional Manasik
3. Operasional KUA

89
89
-

8
8
-

Orang
Orang
-

50.000
35.000

-

35.600.000
24.920.000
7.136.000

Total Penerimaan 67.659.000

B.

a.

b.

Pengeluaran Manasik
Haji
Konsumsi Manasik

Belanja Pegawai Manasik
Zona II
1. Honorarium Narasumber
2. Honorarium Panitia
>Penanggung Jawab
>Ketua
>Sekretaris
>Anggota
3. Transport Narasumber
4. Transport Panitia
5. Transport Peserta

89

32

1
1
1
3
9
8
89

8

9

1
1
1
1
1
6
8

Orang

Orang

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

55.000

450.000

400.000
350.000
300.000
300.000
50.000
50.000
15.000

35.600.000

14.400.000

400.000
350.000
300.000
900.000
450.000
2.400.000
10.680.000
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c.

d.

Belanja Barang
1. Belanja Bahan ATK
2. Dokumentasi dan
Publikasi
3. Jilid Laporan dan
Penggandaan
4. Spanduk

Jasa Kebersihan

-
-

-

-

1

-
-

-

-

-

-
-

-

-

Orang

-
-

-

-

250.000

736.000
420.000

270.000

500.000

250.000

Total Pengeluaran 67.656.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Seksi PHU Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 peserta bimbingan Manasik Haji di

Kecamatan Tanjung Batu mendapatkan biaya transportasi sebesar RP 120.000,- per orang

selama 8 kali pertemuan. Sedangkan pada pelaksanaan kegiatan bimbingan Manasik Haji

tahun 2019 tidak terdapat pembiayaan berupa dana transportasi untuk peserta, dengan

demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan Manasik Haji tahun

2019 di Kecamatan Tanjung Batu belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang yang berlaku karena masih terdapat pelayanan berupa transportasi bagi

peserta Manasik yang tidak terpenuhi. Rincian penggunaan dana Manasik Haji tingkat

KUA Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019 dapat dilihat melalui tabel 5 berikut:

Tabel 5 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional Penyelenggaraan
Manasik Tk. KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019
No. Uraian kegiatan Vol Frek Satuan Harga

Satuan (Rp)
Jumlah

1. PENERIMAAN

Dana Manasik (PAOH) 63.998.000

Jumlah Penerimaan 63.998.000

2. PENGELUARAN
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Pengeluaran Dana Manasik
(PAOH)

a. Biaya konsumsi Manasik

b. Belanja Barang
-belanja bahan ATK
-dokumentasi dan publikasi
-jilid laporan dan
penggandaan
-spanduk dan cetak foto

c. Belanja Pegawai Manasik
1. Honorarium narasumber

2. Honorarium panitia:
a. Penanggungjawab
b. Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota

3. Transportasi
a. Panitia
b. Narasumber

4. Jasa kebersihan

82

2
2

2

32

1
1
1
3

6
9

2

8

9

8
1

Kali

Orang

Orang
Orang
Orang
Orang

Kali
Orang

Orang

43

225.000

450.000

450.000
400.000
300.000
300.000

212.500
50.000

340.000

28.208.000

1.450.000
420.000
450.000

920.000

14.400.000

450.000
400.000
300.000
900.000

10.200.000
450.000

680.000

Jumlah Pengeluaran 59.288.000

Sisa 4.770.000
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kab.
Ogan Ilir Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis tabel 5 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan Manasik

Haji Tahun 2019 tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu tidak terdapat penggunaan dana

untuk menyediakan pelayanan transportasi bagi peserta Manasik Haji. Hal tersebut tidak

sesuai dengan aturan penggunaan dana Manasik Haji yang tecantum dalam Keputusan

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 146 Tahun 2019 Pasal 17

tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu Oleh Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan. Adapun pasal tersebut

mengatur bahwa biaya Manasik Haji dan operasional Haji harus dipergunakan untuk
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membiayai konsumsi Manasik, honor pembimbing Manasik, belanja bahan, honor panitia

dan transportasi kegiatan.

Masalah lain yang ditemukan dalam pelaksanaan bimbingan Manasik Haji di

Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019, yaitu tidak tepatnya perhitungan dan penggunaan

biaya konsumsi Manasik. Hal tersebut diketahui dari hasil observasi penulis selama

kegiatan bimbingan Manasik Haji di Kecamatan Tanjung Batu dilaksanakan.

Tidak tepatnya perhitungan dan penggunaan biaya konsumsi Manasik ini dapat

dilihat dari jumlah konsumsi yang disediakan untuk peserta tidak sesuai dengan jumlah

peserta yang ada didalam daftar, sehingga sering menyebabkan terjadinya konsumsi yang

berlebih saat kegiatan Manasik Haji selesai dilaksanakan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 119 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Biaya

Tidak Langsung (Indirect Cost) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pelaksanaan

Anggaran Operasional Haji (PAOH) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 1440 H/

2019 M Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, konsumsi kegiatan Manasik

Haji hanya dianggarkan untuk peserta dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), dengan

jumlah peserta sebanyak 219 orang dan TPHD sebanyak 2 orang, kemudian untuk

Kecamatan Tanjung Batu konsumsi hanya dianggarkaan untuk 82 orang saja. Berikut

adalah gambar konsumsi kegiatan Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu

tahun 2019:

Gambar 1 Konsumsi Kegiatan Bimbingan Manasik Haji di Kecamatan Tanjung Batu
Tahun 2019
Sumber: Dokumentasi Penulis
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Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang tersebut, maka diperlukan adanya

penelitian tentang “Akuntabilitas Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA

Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

Tahun 2019”, dengan harapan penelitian ini mampu memberikan masukan dan sebagai

sumber informasi yang bermanfaat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan

Ilir dalam memaksimalkan pelayanan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

khususnya pelayanan bimbingan Manasik Haji yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip

good governance.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana akuntabilitas penggunaan dana

Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan

Akuntabilitas penggunaan dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu di

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran

terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Akuntabilitas Penggunaan Dana

Manasik Haji dalam mewujudkan good governance, selanjutnya hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti serta bahan

masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait khusunya bagi Kantor Kementerian
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Agama Kabupaten Ogan Ilir untuk lebih mengutamakan transparansi, efektivitas dan

efisiensi disetiap penggunaan keuangan negara, sehingga akuntabilitas penggunaan

keuangan negara dapat terwujud serta dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih

baik, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau

informasi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek Ilmu Administrasi Publik

khusunya Keuangan Negara. Secara teoritis hasil penelitian mengenai Akuntabilitas

Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu di Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 diharapkan dapat memperkaya

bahan kajian mengenai akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mewujudkan

Pemerintahan yang good governance.
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